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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 3 TAHUN 2009 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan 
dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang 
Nomor 6 I ahun 2008 tentang Urusan Pemerinlahan Kota 
Palembang, dibidang kesehatan serta dalam rangka meningkatl<an 
mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perfu membenluk 
Unit Pelaksana Teknis Dlnas (UPTD) Pusal Kesehatan Ma.syarakat 
(Puskesmas); 

b. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
per1u menetapkan Peraturan Wallkota Palembang tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat 
Kesehatan Masyaraket (Puskesmas). 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran 
Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3495); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawa!an (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambah::in Lembaran Negara Nomor 3041) seba9almana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemb.entukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Dae<ah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 443n sebagaimana lelah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan l embaran Negara Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Oaerah 
(lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4438); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 fahun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan Anlara Pemerinlah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

8. Peraluran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasl Perangkat Oaerah {Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Kepulusan Mentert Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/ 1112004 
tentang Kebljakan Oasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 

11. Peraturan Daer.ah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Oaerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan. Susunan Organisasl dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 9 
Nomor 2008); 

13. Keputusan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Adminislrasi Keuangan 
Puskesmas Sebagaj Unit Swake1ola. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS {UPTD) 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS). 

SAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Oalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan . 

1. Oaerah adalah Kola Palembang. 
2. Pemerintan Kata adalah Peme·rlntah Kola Palembang. 
3. Walikota adalah Wallkota Palembang, 
4. Wakll Walikota adalah Wakll Walikota Palembang. 
5. Sekretaris Daer.ah adalah Sekretaris Oaerah Kata Palembang. 
6. Oinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kola Palembang. 
7 Kepala Olnas Kesehatan adalah Kepala Otnas Kesehatan Kota 

Palembang. 
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota 

Palembang. 
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Oinas Kesehatan Kola 

Palembang. 
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10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakal yang 
selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana 
Teknis Oinas UPTD Kesehatan Kola Palembarg yang 
bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar 
di wilayah kerja administratifnya. 

11. l(epala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pusat Kesehatan 
Masyarakat yang setanjutnya disingkat Kepala Puskesmas adalah 
seluruh Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kola 
Palembang. 

12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang setanjutnya 
disingkal Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan 
kepada masyarakat dalam unit kerja pusat kesehatan masyarakat. 



13. Pusal Kesehalan Masyarakat Rawat lnap yang setan)utnya 
dlsingkat Puskesmas Rawat lnap adalall Puskesmas yang diberi 
tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat 
darurat baik berupa tindakan operallf terbatas maupun perawatan 
sementara di ruangan rawat inap dengan tempaHidur rawat inap. 

14. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh 
sebagal lmbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan 
oleh Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani 
kepentlngan 1J1asyarakat. 

15. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan yang melipl.rti 
pelayanan promosi kesehat.an, penyehalan fingkungan, kesehatan 
keluarga dan keluarga berencana, glzi, pemberantasan penyakil 
menular dan pengobatan. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi tugas, wawenang dan hak secara penuh oteh 
pe)abat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yan.9 
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasa12 

(1) Oengan Peraturan ini, dibentuk UPTD Puskesmas. 

(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dlmaksud pada ayal (1), terdiri 
dari : 
1. Puskesmas Rawat lnap Pembina. 
2. Puskesmas Rawat tnap Sei Selincah. 
3. Puskesmas Rawat lnap Gandus. 
4. Puskesmas Sabokingking. 
5. Puskesmas Plaju. 
6. Puskesmas Merdeka. 
7. Puskesmas Oempo. 
8. Puskesmas Sekip. 
9. Puskesmas Ariodllla. 

10. Puskesmas Kenten. 
11. Puskesmas 4 Ulu. 
12. Puskesmas 7 Ulu. 
13. Puskesmas Talang Ratu. 
14. Puskesmas ·sako. 
15. Puskesmas 11 llir. 
16. Puskesmas Boom Baru. 
17. Puskesmas Pakjo. 
18. Puskesmas Makrayu. 
19. Puskesmas Sukarami. 
20. Puskesmas Bukit Sangkal: 
21. Puskesmas Mutllwahana. 
22. Puskesmas Basuki Rahmal 
23. Puskesmas Sosra.l. 
24. Puskesmas Punti Kayu. 
25. Puskesmas Talang Betutu. 
26. Puskesmas 23 llir. 
27. Puskesmas Nagaswidak. 
28. Puskesmas Kampus. 
29. Puskesmas Kertapati. 
30. Puskesmas Keramasan. 
31 . Puskesmas Sei Baung. 
32. Puskesmas Kalidoni. 
33. Puskesmas Terapung. 
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34. Puskesmas Padang Selasa. 
35. Puskesmas OPI. 
36. Puskesmas 1 Ulu. 
37. Puskesmas Taman Bacaan. 
38. Puskesmas 5 ltir 

(~) Puskesmas Pembanlu dapat (ftbentuk berdasarkan kemampuan 
dan keuangan daerah. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FiUNGSI DAN WEWENANG 

Pasal3 

(1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dfnas. 

(2) Dalam kedudukan lersebut, secara teknis operasional UPTD 
Puskesmas dibawah pembinaan Sekretaris dan Kepala Bidang. 

Pasal4 

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Dinas K~ehatan pada tingkat operasional yang mellputi polayanan 
kesehatan yang barmutu, terjangkau, cakupan luas dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakal, membina peran serta masyarakat dalam 
berbagal upaya kesehatan, mengembangkan usaha-usaha inovatlf 
agar terjamin pemerataan pelayanan dan tergalinya potensi 
masyar-akat. 

Pasal5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
UPTO Puskesmas menyetenggarakan fungsi : 
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a. Penyusunan, perencanaan. pengevaluasian pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat. 

b. Pusat pemberdayaan masyarakat .. 
c. Pusat penanggulangan masalah kesehalan masyarakat (tennasuk 

surveilans). 
d. Pusat pelayanan kesehatan tingkat primer. 
e. Pengkoordinasian dengan instansl terkail dan unit kerja lainnya. 
f. Penyampaian laporan keglatan operasional kepada Kepala Dinas 

melalui Sekretaris da.n atau Kepala Bidang yang terkait. 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan mutu pelayanan 
kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2), dlberi wewenang untuk dapat mengelola sendiri 
penerimaan fungsionalnya untuk keperluan oprasional secara 
langsung dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan 
masyarakat. 

(2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dltetapkan oleh Walikota. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 7 

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari : 
a. Kepala. 
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b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakal (UKM), terdiri 

dari : 

1) Petugas Pelayanan Kesehatan WaITb, meliputi : 
a) Peiugas Petayanan Promosi Kesehatan. 
b) Petugas Pelayanan Kesehatan Ungkungan. 
c) Petugas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. 
d) Petugas Pelayanan KIA s~rta KB. 
e) Petugas Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat. 

2) Petugas Pelayananan Kesehatan Pengembangan, meliputi : 
a) Petugas Pelayanan Keperav,atan Kesehatan. 
b) Petugas Pelayanan Kesehatan Sekolah. 
c) Pelugas Pelayanan K~ehatan Olah Raga. 
d) Petugas Pelayanan Kesehatan Tr.adislonal. 
e) Petugas Pelayanan Kesehalan Kerja. 
f) Petugas Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. 

d. Koordinator Pelayanan Kesehatan Pen:~rangan (UKP). terc;llrl 
dari : 
1) Petugas Pelayanan Kesehatan Wajib, meliputi : 

a) Petugas Pelayanan KIA serta KB. 
b) Petugas Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat. 
c) Petugas Pelayanan Pengobatan. 
d) Pelugas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular dan Penyakit Tidak MenuJar. 

2) Petugas Pelayanc1n Kesehatan Pengembangan, mellputi : 
a) Petugas Pelayanan Keperawatan Kesehatan. 
b) Petugas Pelayanan Kesehalan Mata 
c) Petugas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. 
d) Petugas Pelayanan Kesehatan Jiwa. 
e-) Petugas Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 

e. Puskesmas Pembantu. 

(2) Bagan Struktur Organisasl Puskesmas, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian tfdak terpisahk.an dari 
Peraturan ini. 

Bagian Pertama 
Kepala UPTO Puskesmas 

Pasal 8 

Kepala UPTO Puskesmas mempunyai tugas memimpin dan 
mengkoordinasikan, melaksanakan sebagian \ugas operasional Dinas 
Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan 
semi spesialis dan pelayanan spesialis terbatas. 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Kepala Puskesmas mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan kegiatan operasional puskesmas secara terpadu 

dan menyeluruh baik di dalam maupun di luar gedung sarana 
pelayanan puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan 
kesehatan pada masyarakat. 

b. Pembinaan sumber daya manusia. 
c. Pelaksanaan pangawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan. 
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit ~e~a dan inslansi terkait 

lalnnya. 



e. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD. 
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberfkan oleh Kepala Oinas. 

Baglan Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

P.isal 10 

Kepala Sub Bagian Ta1a Usaha sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1), huruf b, mempunyai tugas metaksanakan urusan administrasi 
umum dan rui:nah tangga serta keuangan. 

Paaal11 

Untuk melaksanakan 1.1.Jgas sebagaim~na dimaksud datam Pasal 10, 
Kepala Sub Ba_gian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan data dan lnformasi. 
b. Pengelolaan adminlstral?i sural menyurat dan kears!pan serta 

menyediakan kartu penderita. 
c. Pengelolaan adminislrasi keuangan, menerima pembayaran uang 

karcis dan loket. 
d. Pengelolaan urusan urnum. kepegawaian dan rumah tangga. 
e. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan. 

Bagian Ketlga 
Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Pasal12 

Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaim<'lna 
dimaksud dalam Passi 7 ayat (1) huruf c. mempunyai tugas 
mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
masyarakat balk pelayanan kesehatan waJib maupun petayanan 
pengembangan. 

Paaal 13 
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Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1-3. mernpunyai fungsj : 
a. Penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan. 
b. Penyelenggaraan petayanan kesehatan llngkungan. 
c. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit 

tidak menular. 
d. Pelayanan kesehatan lbu dan Anak serta Keluarga Berencana. 
e. Pelayanan perba}kan glzi masyarakat.. . . . 
f. Pelal<sanaan kerJasama dan berkoorcllnas1 dengan p1hak terkait. 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberlkan oteh Kepata 

Puskesmas. 

Bagi.an Keempat 
Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan 

Pasal14 

Koordlnator Pelayanan Kesehatan Perorangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, mempunyai togas 
mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan baik pelayanan kesehatan wajib maupun pelayanan 
kesehatan pengembangan. 



Pasal 15 

Koordlnator Pelayanan Kesehatan Perorangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14. mempunyai fungsi: 
a. Penyeleng9araan pelayanan KIA dan KB. 
b. P~nyelenggaraan petayanan perbaikan gizi masyarakat 
c. Penyetenggaraan petayanan pengobatan. 
d. Pelayanan, pencegahan dan penan99ulangan penyakit menular 

dan penyakit tidak m~nular. 
e. Pelayanan keperawatan kesehatan. 
f. Pelayanan kesehalan mata 
g. Pelayanan kesehatan gizi dan mutut 
h. Pelayanan kesehatan jiwa. 
L Pelayanan kesehatan usia lanJut. 
j. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait. 
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepata 

Puskesmas. 

BABV 
TATA KERJA 

Pasat16 

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menerapkan prinsip 
koordlnasi. integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan 
kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal 17 

Kepala Puskesmas, datam melaksanak-an 1.1.lgasnya didasarkan pada 
kebijakan yang dltetapkan oleh Kepala Diilas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal18 
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(1) Kepala Puskesmas wajib memimpin dan mengkoordinasikan 
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawanannya dan apabila terjadl 
peny1mpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan 
melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepa\a Dlnas sesuai 
deng·an ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

(2) Kepala Sub Bagian dan Petugas Pelayanan bertanggungjawab 
kepa.da Kepala Puskesmas. 

BABVI 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 19 

Kepata Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas 
Pelayanan pada Puskesmas diangkat dan dlberhentikan oleh Wallkota 
berdasarkan usul Kepala Dinas. 

BAB Vil 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 20 

(1) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Petugas Pelayanan 
pada UPTD Puskesmas diatur lebih Janjut dengan Keputusan 
Kepala Dinas. 



(2) Pengaturan terhadap pembagian tugas dan rungsi Petugas 
Pelayanan pada masing-masing UPTO Puskesmas dialur febih 
lanjul oleh Kepala UPTD. 

BAB VIII 
PENUTUP 

Passi 21 

Dengan berfakunya Peraturan ini, maka : 

1. Keputusan Walikola Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat 
Kesehatan Masyarakat: 

2. Keputusan Wallkota Palembang Nomor 559 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Ujl Coba Pusat Kesehatan Masyarakat; 

3. Keputusan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Uji Coba Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
Swakelola; 

4. Peraturan Watikola Palembang Nomor 411 Tahun 2008 tenlang 
Peningkatan Pusat Kesehalan Masyarakat (Puskesmas) 
Pembantu Menjadi Puskemas Blasa, Puskesmas Biasa MenJadi 
Puskesmas Swakolota don Puskesmas Menjadl Puskesmas Rawat 
lnap. 

dicabul dan dinyatakan tidak berfaku. 

Pasal22 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerinlahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengarr penempalannya dalam Serita Daerah Kota 
Palembang. 

.i~ur;c!pg\aft dT , , Jerr.ba.no 
P•d_. ,.,,_ , I' • l - JOO~ 

60: Fil.TARIS DA£1'1AH 

Q.?.u. 
llftlTA D"-EIIAH KOTA l'AllMIAH/1 

TAHU); 2<K>9 t.O .. I),< l 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal ~ JA1111A~ 2009 

w A ALEMBANG, 

DY SANT ANA PUTRA 
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BAGA!I STRUKT\JR ORGAN1SASl UNIT P£1.AKSANA TEKNIS 
DfNAS (UPTD} PUSATKESEHATAN MASYAAAKAT (PUSKESMAS). 

LAMPIRAN PERA11.IRAN WAUKOTA PAI.EMl:I.I\NG 
NOMOR ; ..9 TAHUN 1009 
TANGGAL : ,c J..i\14.,_~ 2009 
TENTANG : PEMBENTIJl<AN UNIT PELAKSANA O!NAS (UPTD) 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMA!;). 

KEPALA PUSKESMAS 

SUBBAG TATA USAHA 

I I 

KOO~DINATOR Pl:LAYANAN KCORDINATOR PELAYANAN 
KESEl-iATAN MASYARAAAT KESEHATAN PERORANGAN 

I I 

I I I I 
PELAYANAN KESEHATAN WAJlB 

PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN WAJl.8 PELAYANAN KESEHATAN 
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN 

prn,G/15 PR(?M0SI KESl:t-lATAl'I PET\JGAS ~EPERAWATt.N ICESEHATAN PETUGI.S.l()A SERTA KS PETUGAS KEl'ERAWATAN KESEHATAN 

p~ KESa!ATI\N LlNGKUNGAN PETUGAS ~ATAN Sl:KO!AH PEl1JG"5 PER.llAIKA!'l GlZI M,t.SY,\IVAAT Pl:TVGAS XESEll~TM~ MATA 

PETiiGAS P2M/PZTM PETVGIIS 1(6:11/ITAN OlAH AAG/, PETl.JGAS PEtlGOBATl<N PeT\KiAS GJGt om MUUIT 

PEnKll\S ·KIA SfRTA KB PET\JG>\S. TRAll!SIOWJ. PETIXiAS P2M / P21N i'rnlGAS kESEI-IATAN )!WA 

PeruGI\S PSRIIAlll'AN GIZI' M/.sfAAAKAT PiITUGAS KeSEHATI\N KERJP. Pf;TUGAS ~ESE!i-'Tf\N USI_A LAN-JUT 

PETUGAS ~\TAii USl,\ lJ\NJU, 

w· •u.-.;rA r>AlEMBANG, .. 

~fL -PUSTU 

_..,. / 

~~·---------------------- H,~EDD-X,SANJANA,e.Ul:RA.-______ _ 
OmCl'O. M. Si 

If.RITA DAEIIAH KOTA r AtfMU~l'I(. 
TA"IUN ~ot19 l•n ., $ 


